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-Ruang Undang “Undang"

' Undang undamg Pertahamm Ke
{UU E\é_c:» _ 2@ tamm

%ﬁrsenciirs Uﬂda
harus me?anéaskq

ﬁaﬁ ?‘éegaia kar’@
kaﬂ kompﬁnﬁn ﬁngka‘tam ‘Bersenija-

ta (pasal 29 dan Penjelasan Umium

Ul Mo, 2 tahun 1982) dan ;ﬂ.mgkaw
tan Bem@njam mempakaﬂ kamgm«
nen  kekuatan :pertahanan negara
Epasai 1T Uus %‘\icu 20 tahun %982?

“Dalam ‘menvisun suatu’ Uneamg»
umﬁaﬁg mala per!u éiambzi bahan
dari’ mam@un s.mtuk di ﬁaéakan maw
el daﬁpada Undaﬂg undaﬂg o,
Mengenal | ‘penyusunan Undang~
undang, Guru’ hesar di Basel {Swis)
Fugen Huber da%am hukunya Yang
merjudal “"Recht und " Rechisver-
wirki achung {hukum dan realisas]

Peis‘a merug}a '

hukum} 1925 mﬂnggatakan i}ahwa'
ada 2 macam bahan yang dsper!u—"-
kan,” ;aiah ‘E b&han adn! das’a 2 ba e
han riil. LT -

Eahan zdni adaﬁah 1 pengert;aﬂ

pengeman yaﬁg memgaakan Ynsey
rasmﬂai hasil pﬂmskiran dan asas-.
asas. {gmnsfp pfmssp} vang mempa '
kan unsur kesusilaan, hal yang tidak
dapat z:ﬁzg:;emie"; dengaﬁ dava pﬁi«'ar :
melainkan dadapaikaﬁ dan é&;aaiih
dari’ ﬁenga%aman '

‘Adapun bahan- bahan m% é:.aagu
Qemnéang undangan ‘menurut Eu-.
gén ~Huber adalah: 1. manusia
2 atam dan 2. tradisi {kemdayaaﬂ} .

Memang pengertuar perg@*&saﬂ
mempakaﬂ unsur ‘pokok daripada
mater] Undsng-undang. Tanpa pe-
ngertian, materi tidak dapat di-
mengerti. %’\fiaka g:seﬁgemar Qemserzz
an yang akan dmmrgunakaﬂ g:aeriu
dt;eiaskan ‘dan dirumuskan sscars
wajam pada awal’ _Uﬁdaﬁg undang,
agar pasal-pasal selanjutnya menjadi






ngan beberapa “kekecua ian {'i"ap_
MPR No. I!/MPH/‘!QSS} Demikian .
juga anggota anggota BPK, MA dan_._
DPRD serta Kepala Da@rah menu-

rut Undang-tindang yang bersang—
kutan tidak dapat begii:u saja dike-
nakan +sndakaz’ Kepeiasian Karena

tlndak p:dana melamkan harus se-

pengetahuan Ke‘tuanya atau atasan-
nya. Demikianlah unsur manusza se-
bagai bahan perundana undangan

“Alam sebagat bahan perundang
undangan memmtakaﬂ perhatian
tentenyg keadaaﬂ ‘gifat atau jenisnva,

Menentukan kecepatan maksi-

_ ] mdékan Kepo!:szaﬂ ter
haiiapny '”-haniya dapat du!akukan

BHAYANGKARA

untuk be?bagai kebutuhan

'.yang peﬂgaturannym '-."d_;@esuaﬁkan R
“dengan ° fungsinya  masingn
" Keadaan: atau. sifat
e 'mendapatkan perhatxan ;uga daiam A

* “Undangundang - Kepolisian,: mini--
© mmal ~diberi ‘landanasan bagi penga:
t"‘tumnnya Pelaksanaan tugas Kepoli- -

‘sian dikota besar tentu tidak sama
"'dengan didesa, . dzdaerah ‘perairan
tidak . sama. dengan ‘didaerah pe-
‘gunungan, masing-masing: memeﬂu» -
=3 'kan pengaturan tambahan tersendan

Eam ara ;}erlu R 1

Akhirnva kebudayaan vang me-
mpakan tradisi dan vang hidup da-
fam masyarakat didaerah-daerah
memerh_.ska_n p_u_la perhatian dalam,
pengaturannya oleh Undang-undang.,
~ Melarang penyabungan ayam di-
manapun “akan dirasakan sebagai
mematakan &rad;sa secara tidak adif
diBali.

Kebudaya’an daerah yang eieh
Undang -undang Dasar 1945 ({pasal

- 32 dan penjelasannya) diakui seha-

gai . unsur
bangsa,

daripada kebudayasn
periu  juga mendapatkan

perhatian  dalam  Undang-undang

Kepolisian, karena masalah kebu-
dayaan ada sangkut pautnya dengan







nan Kepoicsaan (2 pasai)

: \JH Peraturan peraturan iﬁepehs:

polisian {1 pasai)
Xl Peratua’an peraturan pndana
- dari Polisi (31 pasai}

X, Ganti rugi kete__ntuan Kepoicsr _ |

an {4 pasal).

Xill:Aturan-aturan 'Perailhan dan._:“"

penutup {11 pasal),

Di Nederiand ielah dsﬁlcara.kan .

daiam Dewan Perwaktian Rakyat

daEam “tahun’ 1981 suatu rancangan.

Undang: undang Kepohsxan {Politie.
wet) vang akan menggant:kan Poli
tiewt tahun 1957, Rancangan Un

dang-undang Kepohman ini terdir: '

dari 87 “pasal, cilbags da!am 12 Bab :

i __'Penentuan pengertian penger-
tian {1 pasal).

i Ketentuan Umum (4 pasal).

Hi. Korps korps Kepohs:an (9 pa
sat}.

V. Dinas-dinas Daerah (S pasal).
V. Pejabat»pe;abat khusus dengan
_ pangkat Kepolisian {1 pasal).
V1. Pengendalian Polisi di tingkat

nasional {19 pasal).
VI, Instansi yang berwenang {7
pasal}. '
Viil.Wewenang-wewenang {3 pasal).
IX. Penanganan pengaduan-pengs-
duan {14 pasal).
X.  Kerjasama (5 pasal).

‘XU, Bentuk- bentuk kcmsu!tam ("i

kah rancangan Poistiewet sﬂl suda'h;.ﬂ,-

_"_"_i_memadl Undang.unc
_ ~fum, namun sebagal bahan perban-
umpman Ke
ini.menurut penulis penting 5uga:.-_.‘

Xl.. Bantuan (8 pasal)

dmga' _rancangah_ _Undang unda

Bifa kedua Undang~undang terse-

but kita bandmgkan satu sama lain.

rnaka yang menyolok adalah bahwa
Undang uﬂdang E\epohstan Jermaﬂ
banyak mengandung wewenang-we-
wenang Polisi, sampai pada wewe-
nang mengeluarkan peraturan yang -
memuat ancaman pzdana dan gant;__
P
Di Indonesia pada jaman kolonial =
Belanda pernah ada suatu ordonansi -
{dalam Staatsblad tahun 1858 no.
17) yang memberikan wewenang
kepada’ Kepala Daerah (Gubernur ~
atau Residen) untuk mengeluarkan
peraturan Kepolisian yang dinarma-
kan regtement van police atau poli-
ciekeur untuk daerahnya atau seba
hagian dari daerahnya. Cirinyaialah;
Peraturan Kepolisian ini tidak boleh
mengatur hal-hal daripada hukum
Pidana Umum, dan tidak boleh ber-
tentangan dengan peraturan-peratu-
ran dari Instansi lebih tinggi vang
berfaku di daerahnya. Peraturan Ke-
polisian ini boleh memuat ancaman
pidana berupe kurungan maximal 2
bulan atau denda maximal 100 gu!-
den terbadap si pelanggar, dengan _
atau tanpa penyitaan benda-benda






menghadape berbagai macam .baha-

! ya’ erhadap keamaran atau’” keter h
taban masyaraka; per!u dzben we-

wenang “untuk - bertmdak mengh:
tangkan bahaya sfu e

tindakan- tindakan fisik. "deakan
daiam hai rm hanya dapat beru;:ad_
germgatan dan bila perlu dtserms
ancaman yang datuwkan kepada se-

- luroh ‘masyarakat atau sebagian dari
masyaraka‘t (golongan masyarakat_

atau’ masyardkat dnsuatu daerah}

Permgatan atau ancaman ini secara_
efektif hanya dapat. d:berskan seca-

ra tertults berupa makiumat surat
per:ngatan atau peraturan yang di-
sebarkan d;daerah yang bersangkut
an atau ci;tempeikan dltempat 'tem
pat umum (pasaa pertokoan, *iermi
nal bis, s*{asmn kerma aps kantor
ke!urahan atau kecamatan deb) Da
lam menghadapt pergant:aﬂ tahun
di kota besar berdasarkan pﬂngaiev
man sudah dapat diperkirakan akan
terjadi luapan-luapan kegembiraan
daé‘ipada' masyarakat yang akan
mendorong sebagian masyarakat ke-
luar rumah pada malam pergantian
tahun untuk beramai-ramai menuju
ketempat-tempat hiburan sehingga
jalan-jalan umum akan terpenuhi
orang banyak; Kaum muda yang
berada tidak mau ketinggalan bah-

Bahaya abstrak yang be!um _da y

kan mereka baasan\,fa me"mpunyas

caranyd sendara dalam’ meiuapkan_ g
‘kegembiraannya dengan tingkah la-
~ ku yang. spektakuier {kebut kebu- it

taﬂ) Hatize .
%{aiau kegad*an ke}adaa
ttap zahun bem%ang tidak

tepaL péda waktunya }ﬁéka sudah

da;)a! dipastikan bahwa matam
D ergantlan tahun u akan men;ad;
malarn penuw kekacauan dengan Ke-

_mungkanan ;atdhnya korban daiam

jumiah yang tidak keeil.

Kemungkman adanya bahaya
konkrit bahkan adanya gangguan-
gangguan -pada wakiu mendatarzg,
sudah merupakan bahaya abstrak
pacfa waktu sebeiumnya o

Dalam menge!uarkaﬂ peraturan_
tada iidak jarang d;per[ukan anca-
man-ancaman dengan maksud agar
masyarakat  vang bersangkutan
mematuhinya. dan tidak akan me-
fakukan pelanggaran. Ancaman ini,
supaya mempunyai:efek, memerlu-
kan legalisasi berupa pemberian we-
wenang uniuk melaksanakan anca-
man itu. Hal ini sudah penuli perta-
nyakan diatas {wewenang menge-
juarkan peraturan kepolisian).

Adapun dalam menghadapi baha-
va konkrit maka {anggota} Polri
mempunyai kewajiban uniuk me-
niadakannya dalam rangka mence-
gah teriadinya gangguan. Untuk
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